



A. Latar Belakang Masalah 
Kondisi perekonomian suatu negara tidak dapat lepas dari peran sebuah bank. 
Perbankan adalah segala sesuatu menyangkut bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta 
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 
Sesuai dengan fungsi utama 
perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dalam 
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Masalah pendanaan atau 
pinjaman permodalan tersebut hanya dapat diantisipasi oleh peningkatan peranan lembaga 
keuangan. Lembaga keuangan bank tentunya merupakan lembaga keuangan yang dianggap 
terlengkap dalam hal produk-produk penghimpunan dan penyaluran kredit dana untuk 
permodalan usaha. 
Pengertian Bank secara bertahap mengalami perbaikan, menurut Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan menyatakan bank adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 
pengedaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian diperbaiki lagi oleh Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa bank adalah penghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak.
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 Dari tahapan perkembangan pengertian tersebut, meskipun berbeda 
rumusan, pada dasarnya menunjukan pengertian bank adalah sebagai badan usaha yang 
melakukan kegiatan  dalam bidang jasa perantara di bidang keuangan dalam bentuk 
menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat 
dan jasa di bidang lalu lintas pembayaran. Bedasarkan hal tersebut, bank mengembangkan 
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jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai pelayanan perbankan. Produk-produk ini 
berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi namun 
keragamannya dibatasi oleh jenis bank karena tiap jenis bank memiliki ciri khas, 
keleluasan dan keterbatasan tertentu. Usaha perbankan menghimpun dana dari masyarakat 
luas (funding), yaitu dana dalam bentuk simpanan untuk diputar kembali ke masyarakat 
dalam bentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Kredit adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
meminjam hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.  
Dalam proses pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman pada penerima kredit 
(Debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat 
dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga 
simpanan maka semakin besar bunga pinjaman, demikian pula sebaliknya. Disamping 
bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi keuntungan yang 
diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta 
pengaruh lainnya. Meningkatnya pemberian kredit  adalah dikarenakan 2 (dua) alasan 
yakni dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal diantaranya yaitu faktor 
permodalan bank yang kuat dan portofolio kredit yang meningkat, sedangkan dari sisi 
eksternal bank misalnya adalah membaiknya prospek usaha nasabah. Dalam proses 
pelaksanaan pemberian kredit, tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu kredit yang 
bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit 
macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit baik sebagian maupun seluruhnya. 
Banyaknya kejadian dan permasalahan perbankan membuktikan bahwa kredit bermasalah 
atau kredit macet terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan dan proses pemberian kredit 
yang tidak begitu ketat. Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang 
kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan karena tidak terbayarnya kembali 
kredit yang diberikan.  Semakin besar kredit macet yang dihadapi bank, maka semakin 
menurun pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu kredit dan 
tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitasnya, yang dapat 
mempegaruhi kepercayaan para penyimpan dana (para nasabah) dan calon nasabah. 
Semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, maka semikin besar jumlah dana cadangan 
yang harus disediakan, semakin basar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana 
cadangan tersebut, yang mana kerugian yang ditanggung bank akan berdampak 
berkurangnya modal bank. Dampak yang dapat  ditimbulkan oleh kredit bermasalah 
mengharuskan bank untuk berusaha mengupayakan penanggulangan dan pencegahan 
bahaya yang timbul akibat kredit bermasalah. Salah satu penyebab macetnya kredit yang 
sering terjadi adalah Debitur wanprestasi terhadap kewajibannya dalam pengembalian 
pinjaman. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan kuatnya Surat 
Pengakuan Utang atau dokumen perjanjian kredit yang dibuat antara para pihak untuk  
mengikat kesepakatan kredit, sehingga nantinya apabila Debitur wanprestasi atas 
kewajiban kreditnya, maka bank memiliki landasan yang kuat khususnya untuk 
penyelesaian kreditnya melalui jalur hukum selain itu memberikan adanya jaminan 
kepastian hukum bagi Kreditur atas kredit yang diberikan. Surat Pengakuan Utang yang 
dimaksud adalah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta 
notariil bermanfaat terutama bagi pihak bank, dalam hal menjamin kekuatan 
pembuktiannya, menjamin kebenaran serta menjadi pengikat yang kuat kesepakatan suatu 
kredit antara bank dengan nasabahnya, sehingga apabila Debitur wanprestasi terhadap 
kewajibannya, maka Kreditur dapat melakukan upaya paksa guna pelunasan piutangnya. 
Bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Sifat jasa yang diberikan adalah umum yaitu dapat memberikan seluruh jasa perbankan 
yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank). Secara lebih luas, 
bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan 
selalu berkaitan dalam bidang keuangan. BRI (Bank Rakyat Indonesia) memiliki tugas 
khusus yang diarahkan pada perbaikan ekonomi dan pembangunan nasional dengan jalan 
melakukan usaha bank umum. Awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 
Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en 
Spaarbank der Inlandsche Hoofden 
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 atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 
Priyayi Purwokerto", yaitu suatu lembaga keuangan untuk melayani orang-orang 
berkebangsaan Indonesia asli (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 
1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Bank 
Rakyat Indonesia memberikan pelayanan Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi 
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dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah) yang diberikan 
kepada pengusaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang mendapat 
penjaminan dari Perusahaan Penjamin,
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 dengan maksud dan tujuan peningkatan akses 
pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).  
UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yaitu Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM.
 
Usaha Kecil adalah 
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang.  Usaha Mikro adalah kegiatan usaha yang memperluas lapangan pekerjaan serta 
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam 
proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah 
salah satu pilar utama ekonomi nasional yang medapatkan kesempatan utama, dukungan, 
perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada 
kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan 
usaha milik pemerintah.
 
UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha 
dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 
berkeadilan.
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 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang 
punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. 
Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects berupa tumbuhnya 
kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai 




 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 
usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan 
kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia. 
Bisnis Mikro memiliki arti penting sebagai salah satu entry point utama dari 
tumbuh dan berkembangnya hubungan dan loyalitas jangka panjang dengan nasabah yang 
nantinya akan dapat dikembangkan menjadi nasabah komersial maupun nasabah korporasi 
sejalan dengan pertumbuhan usaha para nasabah Mikro. Oleh karenanya, Bank Rakyat 
Indonesia bertekad untuk memperkuat basis pertumbuhan bisnis mikronya. Dalam 
mempercepat pertumbuhan Bisnis Mikronya, BRI meningkatkan intensitas pembentukan 
kluster-kluster usaha yang merupakan potensi pasar untuk produk dan jasa Mikro. Upaya 
tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor 
Pusat juga konsisten mendukung pengembangan Bisnis Mikro dengan membina hubungan 
baik antara lembaga, instansi, atau pihak ketiga untuk membuka dan memudahkan 
penetrasi pasar oleh unit kerja daerah.  
KUPEDES adalah Kredit Umum Pedesaan,
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 merupakan salah satu produk Bisnis 
Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan merupakan salah satu skim kredit unggulan yang 
dikeluarkan oleh BRI Unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dikeluarkan sejak 
tahun 1984. Bank Rakyat Indonesia menawarkan produk pinjaman KUPEDES kepada 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal kerja dan investasi guna 
memenuhi fungsinya. Dengan syarat mudah yang dipenuhi serta bunga yang kompetitif, 
diharapkan pinjaman kredit KUPEDES dapat membantu menambah modal kerja dan 
investasi calon Debitur. Meningkatnya pendapatan atau penerimaan dari KUPEDES 
merupakan salah satu strategi Bank Rakyat Indonesia untuk menyediakan fasilitas dana 
untuk nasabahnya serta meningkatkan pendapatan modal bagi Bank Rakyat Indonesia 
sendiri. 
Pada 25 September 2013, Direksi Bank Rakyat Indonesia mengeluarkan kebijakan 
SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES dengan urgensi penerbitannya adalah 
untuk mempermudah BRI Unit memasarkan KUPEDES serta mengakomodir beberapa 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro yang 
isinya memuat seluruh ketentuan pelayanan KUPEDES secara komprehensif guna 
memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan jasa kepada nasabahnya, 
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memperoleh peningkatan pendapatan bunga kredit dari perolehan laba ekspansi kredit. 
Dalam Bab III Pasal 12 Angka (8) tentang Prosedur Pemberian Kredit (KUPEDES) 
diterangkan bahwa dalam Syarat Pencairan Kredit, Debitur yang telah menandatangani 
Surat Pengakuan Utang (dalam lampiran-14), Surat Pengakuan Utang tersebut tidak perlu 
dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris.
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Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum sebagai pembuat akta otentik sangat 
dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan karena menjembatani kepentingan nasabah 
dan bank, salah satunya adalah dalam pembuatan surat pengakuan utang sebagai dokumen 
perjanjian kredit,  untuk menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian 
kredit perbankan, yang mana secara publik kebenaran surat pengakuan utang tersebut 
isinya tidak diragukan lagi dan selain itu diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum, 
memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal 
pembuatan akta sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian 
hukum dalam praktek perbankan khususnya dalam praktek pemberian kredit. Selain tugas 
dan kewenangannya tersebut, Notaris juga berperan sebagai pejabat umum pembuat akta 
otentik, yang dalam pembuatan surat pengakuan utang disebutkan tentang jaminan, 
tanggungan atau agunan. Dalam proses pemberian kredit dan tugasnya, seorang Notaris 
dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan 
dengan mendaftar dalam buku khusus.  Artinya, dalam pembuatan perjanjian yang di 
bawah tangan, para pihak yaitu nasabah dan bank dapat melakukan penandatangan surat 
pengakuan utang di bawah tangan dihadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan 
tanda tangan dan tanggal penandatangan.
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  Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia 
mengeluarkan kebijakan surat pengakuan utang kredit KUPEDES tanpa perlu dilakukan 
waarmeking atau legalisasi oleh Notaris dengan dasar memperluas ekspansi kredit nasabah 
serta peningkatan jasa pelayanan kreditnya perlu dilihat penerapan prakteknya dalam 
realita kenyataan pada proses pemberian kredit KUPEDES, legalisasi/waarmerking surat 
pengakuan utang oleh Notaris sangatlah penting khususnya bagi pihak bank sebagai 
Kreditur sebagai dokumen perjanjian kredit yang kuat, memberikan jaminan kepastian 
                                                          
6
 Surat Edaran NOSE:25-DIR/ADK/09/2013 tentang KUPEDES, tanggal 25 September 2013. 
7
 Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. 
hukum, dapat membantu serta mempermudah penyelesaian masalah kredit apabila Debitur 
cidera janji atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. 
Hal yang perlu diketahui adalah bagaimanakah sinkronisasi hukum penerbitan SE 
NOSE : 25-DIR /ADK/ 09/2013 dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-
BM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan pelaksanan pemberi Kredit Mikro 
pada Unit-Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta  PPK-BM Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk.2007 tentang tugas dan tanggung jawab dalam hal Kredit Mikro 
atau KUPEDES, Undang-Undang No.10 tahun 1998 pembaharuan dari Undang-Undang 
No.7 tahun 1998 tentang Perbankan; KUHPerdata; Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan 
Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Bank 
Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum; SK Dir.BI No.2 
/162/ KEP/DIR tentang pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank; Undang-
Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang 
Peraturan dan Jabatan Notaris serta terhadap Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan serta urgensi dikeluarkannya kebijakan SE NOSE : 25-
DIR/ADK/09/2013 dan implementasinya dalam pemberian KUPEDES dalam realita dalam 
prakteknya adalah suatu keputusan yang tepat atau akan dapat menimbulkan dan 
menambah permasalah. Serta mengetahui  
Penjelasan tersebut mendorong penulis melakukan penelitian hukum dengan judul 
“Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa Legalisasi 
berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013.” 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Urgensi ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI berdasarkan SE NOSE : 25-
DIR/ ADK/09/2013 yang tidak diwaarmeking/legalisasi oleh Notaris? 
2. Bagaimanakah sinkronisasi hukum ketentuan SE NOSE: 25-DIR/ADK/09/2013 tentang 
KUPEDES terhadap peraturan lainnya? 
C. Tujuan Penelitian 
Maksud serta tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam 
proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Dalam penyusunan laporan penulisan hukum ini tujuan yang hendak dicapai 
penulis adalah :  
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah : 
a. Mengetahui urgensi Direksi BRI mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan 
waarmeking/legalisasi Surat Pengakuan Utang KUPEDES oleh Notaris. 
b. Mengetahui sinkronisasi hukum kebijakan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 




2. Tujuan Subyektif 
Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah : 
a. Menambah pengetahuan penulis dalam meneliti ilmu hukum terutama hukum 
perbankan khususnya legalisasi surat pengakuan utang, permasalahanya dan 
solusinya. 
b. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan, 
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan 
nilai-nilai dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai bahan bagi khasanah keilmuan guna menambah pengetahuan mengenai 
hukum perjanjian dan hukum perbankan khususnya mengenai legalisasi surat 
pengakuan utang. 
b. Mengembangkan wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di 
bidang ilmu hukum dan sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut 
mengenai topik yang sama dengan permasalahan yang berbeda. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan yang 
diteliti yaitu permasalahan mengenai urgensi penghapusan legalisasi surat pengakuan 
utang kredit KUPEDES BRI serta mengetahui sinkronisasi hukum dikeluarkannya 
keputusan penghapusan legalisasi surat pengakuan utang oleh Notaris, 
permasalahannya serta solusinya. 
b. Membantu, memberikan sumbangan pemikiran serta tambahan pengetahuan bagi 
semua pihak baik pelaksana praktek perbankan, hukum dan bagi masyarakat pada 
umumnya. 
 
